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Pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi mendapat permohonan dengan registrasi perkara nomor 33/PUU-

I X/2011 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The
Association of Southeast Asian Nations (Piagam ASEAN). Hal yang menjadi perdebatan adalah mengenai
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional .
Penelitian ini berangkat dari penilaian tepat tidaknya keberadaan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian
Internasional. Tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai (1) keberadaan
undang-undang pengesahan perjanjian internasional dalam sistem hukum di Indonesia; (2) pengujian
konstitusionalitas undang-undang pengesahan perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi; serta (3)
mencari bentuk pengesahan perjanjian internasional yang sebaiknya diterapkan di Indonesia. Untuk
menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa putusan Mahkamah
Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum tata negara
dan hukum internasional. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif.

Ada beberapateori dalam pemberlakuan kaidah perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, salah
satunya adalah teori transformasi. Melalui transformasi, perjanjian internasional tidak otomatis berlaku
dalam hukum nasional melainkan memerlukan aturan pelaksana yang materinya adalah pengejewantahan
dari ketentuan dalam perjanjian internasional. Dengan diketahuinya tentang keberadaan undang-undang
pengesahan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia maka hal tersebut juga turut menjawab
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang pengesahan perjanjian internasional.
...... In 2011 the Constitutional Court received the petition with 33/PUUIX/ 2011 case registration number of
the judicial review of Act No. 38 Year 2008 about Ratification of the Charter of the Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN Charter). It is a debate about the authority of the Constitutional Court in
reviewing the Act of Ratification of International Treaty.

This study departed from the assessment about the existence of the Act of Ratification of International
Treaty. Three issues discussed in this study is (1) the existence of the Act of Ratification of International
Treaty in the legal system of Indonesia, (2) the constitutional review of the Act of Ratification of
International Treaty by the Constitutional Court, and (3) seek the form of ratification of international treaty
that should be applied in Indonesia. To answer these problems, this study uses materials such asthe
Constitutional Court decisions, regulation, and writings relating to constitutional law and international law.
Thisresearch is ajuridical-normative.

There are several theories to apply international treaty into national law, one of which is the transformation
theory. Through transformation, international treaty are not automatically applicable in national law but


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20349015&lokasi=lokal

require regulation which the materia is the manifestation of the provisions of international treaty. By
knowing about the existence of the Act of Ratification of International Treaty in the Indonesian legal system

then it also helped answer the authority of the Constitutional Court in reviewing the Act of Ratification of
International Treaty.



